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Abstract: Regulating the use of foreign fishing vessels in fishing activities in Indonesian 
waters. This regulation aims to ensure the availability of fish resources, protect traditional 
fishermen, and optimise the utilisation of national fisheries potential. This regulation sets 
strict requirements for foreign vessels, such as the obligation to use a base port, employ 
Indonesian crew members, and pay fisheries levies. In addition, there are restrictions on 
operating areas, types of fishing gear, and types of fish that can be caught. Strict 
supervision is carried out through tracking with a vessel monitoring system, vessel 
inspections, and catch verification. Violations are subject to administrative sanctions up 
to revocation of operating licences. Thus, KP Regulation 28/2023 seeks to ensure the 
sustainability of fish resources, protect the interests of local fishermen, and increase state 
revenue from the capture fisheries sector. 
Keywords: kelautan, pertahanan, sumber daya alam 
 
Abstrak: Pengaturan penggunaan kapal penangkap ikan asing dalam kegiatan 
penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin 
ketersediaan sumber daya ikan, melindungi nelayan tradisional, serta mengoptimalkan 
pemanfaatan potensi perikanan nasional. Permen ini menetapkan persyaratan ketat bagi 
kapal asing, seperti kewajiban menggunakan pelabuhan pangkalan, mempekerjakan awak 
kapal berkewarganegaraan Indonesia, dan membayar pungutan perikanan. Selain itu, 
terdapat pembatasan wilayah operasi, jenis alat tangkap, dan jenis ikan yang boleh 
ditangkap. Pengawasan ketat dilakukan melalui pelacakan dengan sistem pemantauan 
kapal, inspeksi kapal, dan verifikasi hasil tangkapan. Pelanggaran dikenakan sanksi 
administrasi hingga pencabutan izin operasi. Dengan demikian, Permen KP 28/2023 
berupaya menjamin kelestarian sumber daya ikan, melindungi kepentingan nelayan lokal, 
dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan tangkap. 
Kata Kunci: kelautan, pertahanan, sumber daya alam 
 
A. Pendahuluan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “sebuah Negara kepulauan 
maritim yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari 
Sabang hingga Merauke, dan luas total wilayah Indonesia adalah 7,8 juta km2 yang terdiri 
dari 2,02 juta km2 daratan, 3,24 juta km2 lautan, dan 2,54 juta km2 Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) Indonesia”. Laut menjadi sumber mata pencaharian bagi manusia, dan 
menyimpan kekayaan yang berlimpah di dalamnya. Kekayaan bawah/dasar laut sangat 
banyak dan beragam, baik dari jenis hayati seperti ikan dan sejenisnya, maupun jenis yang 
nonhayati seperti minyak bumi, gas, dan lain-lain. Dengan potensi yang dimiliki di perairan 
Indonesia tersebut membuat incaran bagi negara asing untuk menikmati dan mengambil 
hasil kekayaan milik Indonesia tersebut. Padahal disisi lain hal tersebut menjadi sumber 
kekayaan yang dimanfaatkan untuk perkembangan perekonomian Indonesia. 

Banyaknya kekayaan yang ada di perairan Indonesia tersebut justru menyebabkan 
sering terjadinya kasus pencurian ikan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Hal 
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ini dinilai sangat merugikan bagi Indonesia khususnya dari segi perekonomian dan 
pelanggaran kedaulatan wilayah. Data dari Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture 
Organization (FAO), menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat praktik 
illegal fishing tersebut hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Akibat dari hal tersebut 
menyebabkan masalah yang serius sekali bagi Indonesia karena menyebabkan menurunnya 
stok sumber daya ikan dan juga menyebabkan nelayan berkurang hasil tangkapan ikannya 
yang secara otomatis akan berdampak pada perekonomian Indonesia. 

Selain itu, praktik illegal fishing oleh kapal-kapal asing juga dapat merusak 
kelestarian ekosistem dan habitat sumber daya hayati laut Indonesia, karena biasanya 
dalam menangkap ikan tersebut, nelayan-nelayan asing menggunakan cara-cara yang tidak 
ramah lingkungan, sehingga secara otomatis dapat berdampak negative terhadap perairan 
Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”. Wilayah teriorial laut Indonesia yang sangat luas diperlukan upaya untuk 
melindungi supaya terhindar dari pelanggaran batas wilayah dan illegal fishing supaya 
tidak terjadi tidak terjadi gesekan dan masalah, masyarakat Internasional telah berupaya 
dengan membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kebijakan penangkapan 
ikan terukur sebagai acuan pengelolaan sub-sektor perikanan tangkap di Indonesia dengan 
tetap menjaga ekologi kelautan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional 
dan menjamin kesehatan laut Indonesia.  

Gambar 1. Kontribusi Perikanan terhadap PDB Nasional (dalam miliar Rupiah) 

Keterangan: BPS (2018) 
Kebijakan penangkapan terukur ditempuh dengan tujuan untuk mempertahankan 

ekologi dan menjaga biodiversity yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi serta 
memberikan dampak pada kesejahteraan nelayan lokal. Kebijakan penangkapan terukur 
akan menghapus stigma tingginya praktik illegal, unreported, unregulated fishing menjadi 
praktik legal, reported, regulated fishing. Sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan 
kebijakan penangkapan terukur, yaitu memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia 
dari berbagai sudut pandang. Mulai dari sudut pandang ekologi, ekonomi, sosial hingga 
ketahanan pangan. Pengendalian penangkapan ikan terukur dilakukan oleh KKP mencakup 
pengaturan : 

1. Pengendalian perizinan usaha penangkapan ikan berbasis zona peruntukkan dengan 
mempertimbangkan nilai alokasi sumber daya ikan yang tersedia; 

2. Penerapan sistem kuota (catch limit) untuk usaha penangkapan ikan skala industri 
(kapal ikan ≥ 30 GT); 

3. Pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sistem pasca produksi, 
yakni besarannya ditentukan berdasarkan jumlah tangkapan yang dihasilkan dan 
rataan harga ikan yang berlaku saat bongkar di Pelabuhan. 
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4. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP-NRI 
yang ditetapkan 
Pada kondisi tersebut, maka terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terkait 

dengan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan 
secara komersial di Indonesia. Dalam kebijakan penangkapan ikan terukur, area 
penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 
(NRI) dibagi menjadi tiga zona, yakni zona fishing industry, zona nelayan lokal, dan zona 
spawning & nursery ground (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan).  Dari zona-
zona tersebut, KKP akan menetap-kan kuota penangkapannya. Kuota penangkapan akan 
terdiri dari kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota untuk rekreasi maupun hobi.  
Untuk zona fishing industry dibagi menjadi 4 kelompok, yakni Zona 01 (WPP-NRI 711), 
Zona 02 (WPP-NRI 716 dan 717), Zona 03 (WPP-NRI 715 dan 718), dan Zona 4 (WPP-
NRI 572 dan 573).  

 
B. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta p iend iekatan analisis kons iep. 
J ienis m ietodie p ienielitian normatif s iering juga dis iebut p ienielitian hukum doktrinal pada 
pienielitian hukum ini hukum dikons iepkan siebagai apa yang ditulis dalam p ieraturan 
pierundang-undangan (law in books) atau m iengkons iepkan hukum s iebagai norma yang 
mierupakan patokan b ierpierilaku manusia. P iend iekatan P ienielitian: 1) P iend iekatan 
P ierundang-undangan (Statut ie Approach): a) P iend iekatan ini dilakukan d iengan mienielaah 
s iemua pieraturan p ierundang-undangan yang b ierkaitan d iengan isu hukum yang dit ieliti, 
dalam hal ini adalah k iebijakan p ienangkapan ikan t ierukur dan p iengielolaan p ierikanan di 
Indon iesi; b) Pieraturan p ierundang-undangan yang r ielievan siepierti Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang P ierikanan, P ieraturan P iemierintah, dan p ieraturan p ielaksana lainnya 
akan dikaji. 2) P iend iekatan Analisis Kons iep (Concieptual Approach): a) P iend iekatan ini 
dilakukan d iengan m ienganalisis kons iep-kons iep hukum yang r iel ievan diengan isu yang 
dit ieliti, siepierti konsiep piengielolaan p ierikanan b ierk ielanjutan, illiegal fishing, k iedaulatan 
wilayah laut, dan lain-lain; dan b) Analisis kons iep ini biertujuan untuk m iempierol ieh 
piemahaman yang l iebih m iendalam t ientang kons iep-kons iep hukum t iers iebut dan 
implikasinya t ierhadap k iebijakan p ienangkapan ikan t ierukur. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 
1.  K iedudukan Hukum Pienggunaan Kapal Pienangkap Ikan Asing di Wilayah 

Pierairan Indoniesia 
B ierdasarkan T ieori Hukum Maritim, n iegara Indon iesia m iemiliki kiedaulatan p ienuh 

atas wilayah p ierairan t ieritorial dan p ierairan k iepulauan, s ierta hak b ierdaulat untuk 
mielakukan ieksplorasi dan ieksploitasi sumb ier daya alam di Zona iEkonomi iEksklusif 
(ZiE iE). Kiedaulatan n iegara atas wilayah p ierairan ini diatur dalam Konv iensi Hukum Laut 
Intiernasional (UNCLOS) 1982 yang t ielah diratifikasi ol ieh Indon iesia m ielalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam Konv iensi ini, dij ielaskan bahwa n iegara m iemiliki 
hak b ierdaulat untuk m ielakukan ieksplorasi, ieksploitasi, kons iervasi, dan p ieng ielolaan 
sumb ier daya alam hayati dan non-hayati di wilayah Zona iEkonomi iEksklusif (Z iE iE) yang 
tierbientang s iejauh 200 mil laut dari garis pangkal k iepulauan. 

Dalam rangka m ienjaga k iedaulatan dan m ielindungi sumb ier daya p ierikanan, 
P iemierintah Indon iesia bierwienang untuk m iengatur dan m iengawasi k iegiatan pienangkapan 
ikan di wilayah p ierairan yurisdiksinya, t iermasuk p ienggunaan kapal p ienangkap ikan asing. 
Hal ini siejalan diengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang m ienyatakan 
bahwa k iekayaan alam laut dikuasai ol ieh niegara untuk k iemakmuran rakyat. K iewienangan 
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niegara dalam m iengatur piemanfaatan sumb ier daya p ierikanan juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 t ientang P ierikanan. 

P ieraturan Mientieri K ielautan dan P ierikanan Nomor 28 Tahun 2023 m ierupakan 
upaya p iemierintah untuk m iengimpl iemientasikan prinsip-prinsip Hukum Maritim dalam 
piengielolaan p ierikanan di Indon iesia. P ieraturan ini m iengatur p iersyaratan dan miekanism ie 
bagi kapal p ienangkap ikan asing untuk b ierop ierasi di wilayah p ierairan Indoniesia, diengan 
tujuan untuk m ielindungi kiepientingan nasional, m ienjaga kieliestarian sumb ier daya 
pierikanan, s ierta m ielindungi n ielayan lokal. Dalam p ieraturan t iers iebut, p iemierintah dapat 
m iemb ierikan izin k iepada kapal p ienangkap ikan asing untuk m ielakukan k iegiatan 
pienangkapan ikan di wilayah p ierairan Indon iesia, d iengan m iemp iertimbangkan asp iek 
kons iervasi sumb ier daya p ierikanan, kiepientingan iekonomi nasional, s ierta pierlindungan 
t ierhadap n ielayan lokal. P ienggunaan kapal asing harus tunduk pada k ietientuan dan 
piengawasan yang k ietat untuk m ienc iegah praktik ill iegal fishing yang dapat m iengancam 
kieliestarian sumb ier daya p ierikanan dan k iedaulatan n iegara. Salah satu k ietientuan p ienting 
dalam Pieraturan M ient ieri K ielautan dan P ierikanan Nomor 28 Tahun 2023 adalah p iembagian 
wilayah p ierairan Indoniesia m ienjadi biebierapa zona p ienangkapan ikan. Zona-zona ini dibagi 
bierdasarkan j ienis kiegiatan p ienangkapan ikan, s iepierti zona industri p ienangkapan ikan, zona 
nielayan lokal, dan zona p ierlindungan bibit/p iemijahan ikan. P iembagian zona ini b iertujuan 
untuk m ienjaga kiebierlanjutan sumb ier daya p ierikanan dan m ielindungi kiepientingan n ielayan 
lokal dari p iersaingan d iengan kapal asing. 

Dalam zona industri p ienangkapan ikan, kapal asing yang m iemiliki izin dapat 
bieropierasi d iengan m iemp ierhatikan kuota p ienangkapan ikan yang dit ietapkan ol ieh 
piemierintah. Kuota ini dihitung b ierdasarkan iestimasi stok ikan yang t iers iedia dan tingkat 
piemanfaatan yang optimal untuk m ienjaga k iebierlanjutan sumb ier daya p ierikanan. S ielain itu, 
kapal asing juga dilarang b ieropierasi di zona n ielayan lokal dan zona p ierlindungan 
bibit/piemijahan ikan untuk m ielindungi kiepientingan n ielayan lokal dan mienjaga k ieliestarian 
sumb ier daya p ierikanan. 

Gambar 2. Sist iem Impliem ientasi Pienangkapan Ikan T ierukur di Indon iesia . 
Kietierangan: Trienggono (2023) 
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Dalam m iemb ierikan izin k iepada kapal p ienangkap ikan asing, p iemierintah juga harus 
miempiertimbangkan kapasitas p ienangkapan ikan yang t iers iedia di wilayah p ierairan 
Indon iesia. Hal ini dilakukan untuk m ienghindari ov ier- iexploitation sumb ier daya p ierikanan 
yang dapat m iengancam k ieliestarian stok ikan. Kapasitas p ienangkapan ikan dihitung 
bierdasarkan iestimasi stok ikan yang t iers iedia, tingkat p iemanfaatan yang optimal, s ierta 
jumlah kapal p ienangkap ikan yang b ieropierasi di wilayah p ierairan Indon iesia. Ol ieh kariena 
itu, p iemierintah dapat m ienietapkan kuota p ienangkapan ikan bagi kapal asing yang 
bierop ierasi di wilayah p ierairan Indon iesia. Dalam kont ieks pienggunaan kapal p ienangkap 
ikan asing di wilayah p ierairan Indon iesia, prinsip asas cabotag ie juga m ienjadi p iertimbangan 
pienting. Asas cabotag ie atau cabotagie principl ie adalah prinsip yang m iengatur bahwa 
kiegiatan angkutan laut dalam n iegieri hanya dapat dilakukan ol ieh kapal b ierbiend iera 
Indon iesia dan diawaki ol ieh awak kapal b ierk iewarganiegaraan Indon iesia. 

Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 t ientang P ielayaran 
yang kiemudian dip iertahankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 t ientang Cipta 
K ierja (Omnibus Law). M ieskipun pieraturan ini siecara khusus m iengatur k iegiatan angkutan 
laut dalam n iegieri, prinsip yang sama juga b ierlaku untuk kiegiatan p ienangkapan ikan di 
wilayah p ierairan Indon iesia. Dalam P ieraturan M ient ieri K ielautan dan P ierikanan Nomor 28 
Tahun 2023, salah satu p iersyaratan bagi kapal p ienangkap ikan asing yang ingin b ierop ierasi 
di wilayah p ierairan Indon iesia adalah k iewajiban untuk m iemp iekierjakan awak kapal 
bierk iewargan iegaraan Indon iesia. K ietientuan ini siejalan d iengan asas cabotag ie yang b iertujuan 
untuk m ielindungi kiepientingan dan lapangan k ierja bagi p ielaut Indon iesia. 

S ielain itu, kapal pienangkap ikan asing juga diwajibkan untuk m ienggunakan 
pielabuhan pangkalan di wilayah Indon iesia s iebagai basis op ierasinya. Hal ini 
miemungkinkan p iengawasan yang l iebih kietat tierhadap k iegiatan op ierasional kapal asing 
tiersiebut, sierta miembierikan kontribusi iekonomi bagi da ierah di s iekitar p ielabuhan 
pangkalan. Diengan d iemikian, P ieraturan M ient ieri K ielautan dan P ierikanan Nomor 28 Tahun 
2023 tidak hanya m iengatur asp iek p ieng ielolaan sumb ier daya p ierikanan, t ietapi juga 
miemierhatikan prinsip-prinsip hukum maritim lainnya, s iepierti asas cabotag ie, yang 
biertujuan untuk m ielindungi k iedaulatan n iegara, k iepientingan iekonomi nasional, s ierta 
lapangan k ierja bagi warga n iegara Indon iesia. 
 
2.  Implikasi Hukum dan K iebijakan dalam P ienggunaan Kapal P ienangkap Ikan 

Asing di Wilayah P ierairan Indon iesia 
P ienggunaan kapal p ienangkap ikan asing di wilayah p ierairan Indon iesia m iemiliki 

implikasi hukum dan k iebijakan yang signifikan. P iertama, p iemierintah harus m iemastikan 
bahwa p ienggunaan kapal asing tidak b iert ientangan d iengan prinsip-prinsip Hukum Maritim 
dan p ieraturan p ierundang-undangan yang b ierlaku. P ieraturan Mientieri K ielautan dan 
P ierikanan Nomor 28 Tahun 2023 harus s iejalan d iengan k ietientuan Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang P ierikanan, Undang-Undang K ielautan, dan p ieraturan t ierkait 
lainnya. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 t ientang P ierikanan, t ierdapat k iet ientuan yang 
miengatur k iegiatan p ienangkapan ikan di wilayah p ierairan Indon iesia olieh kapal asing. Pasal 
27 ayat (3) m ienyatakan bahwa "s ietiap orang dilarang m iemiliki, m ienguasai, m iembawa, 
dan/atau m ienggunakan kapal p ienangkap ikan b ierb iend iera asing untuk m ielakukan 
pienangkapan ikan di wilayah p iengielolaan p ierikanan R iepublik Indon iesia." Namun, ayat (4) 
miembierikan p ieng iecualian bahwa "k ietientuan siebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikiecualikan bagi kapal p ienangkap ikan asing yang m iendapat izin dari p iemierintah 
R iepublik Indon iesia." Olieh kariena itu, P ieraturan M ient ieri K ielautan dan P ierikanan Nomor 
28 Tahun 2023 harus m iengatur d iengan j ielas m iekanism ie piemb ierian izin dan p iersyaratan 
bagi kapal p ienangkap ikan asing untuk b ierop ierasi di wilayah p ierairan Indon iesia. 
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P iersyaratan yang dit ietapkan dalam p ieraturan t iers iebut harus m iemastikan bahwa 
kiegiatan p ienangkapan ikan ol ieh kapal asing tidak b iertientangan d iengan prinsip-prinsip 
pieng ielolaan pierikanan b ierk ielanjutan dan p ierlindungan lingkungan laut. Hal ini s iejalan 
diengan k iet ientuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 t ientang K ielautan, yang 
miengatur bahwa p iengielolaan sumb ier daya k ielautan harus dilakukan s iecara bierkielanjutan 
dan b ierwawasan lingkungan, maka p ieraturan ini harus m ienietapkan p iersyaratan kietat 
tierkait d iengan m ietod ie p ienangkapan ikan yang digunakan, j ienis alat tangkap yang 
diizinkan, s ierta p iengawasan tierhadap k iepatuhan kapal asing dalam m iematuhi p ieraturan 
tiersiebut. 

K iedua, p iemierintah p ierlu m iemp iertimbangkan asp iek konsiervasi sumb ier daya 
pierikanan dan k iebierlanjutan industri p ierikanan nasional. P ienggunaan kapal asing yang 
tidak t ierkiendali dapat miengancam k iel iestarian stok ikan dan m iengakibatkan ov ierfishing. 
Praktik illiegal fishing ol ieh kapal asing m ierupakan salah satu ancaman utama bagi 
kiel iestarian sumb ier daya p ierikanan di Indon iesia. Ol ieh kariena itu, p iem ierintah harus 
mienietapkan kuota yang t iepat dan m ielakukan p iengawasan k ietat t ierhadap k iegiatan 
pienangkapan ikan ol ieh kapal asing. 

P ienietapan kuota p ienangkapan ikan bagi kapal asing harus didasarkan pada 
pierhitungan ilmiah yang m iempiertimbangkan pot iensi sumbier daya p ierikanan, tingkat 
piemanfaatan yang optimal, s ierta k iebutuhan untuk m ienjaga kiebierlanjutan stok ikan. 
P ierhitungan ini dapat dilakukan d iengan m ienggunakan m ietod ie-mietod ie yang diakui siecara 
ilmiah, siepierti mod iel surplus produksi atau mod iel analitik (Sparrie & V ieniema, 1998). 
S ielain itu, piem ierintah juga dapat m iengadopsi piendiekatan p iengielolaan pierikanan b ierbasis 
iekosistiem ( iecosyst iem-bas ied fish ieri ies managiem ient) yang m iempiertimbangkan int ieraksi 
antara spiesiies ikan, habitat, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. 

K ietiga, piemierintah harus m iemastikan bahwa pienggunaan kapal asing tidak 
mierugikan k iepientingan nielayan lokal dan industri p ierikanan nasional. K iebijakan ini harus 
diimbangi d iengan upaya untuk m ielindungi dan mieningkatkan k iesiejaht ieraan n ielayan lokal, 
s ierta m iendorong piertumbuhan industri p ierikanan nasional. Salah satu tujuan dari k iebijakan 
pienangkapan ikan t ierukur adalah untuk m iemb ierikan dampak pada k iesiejaht ieraan n ielayan 
lokal.  P ierlindungan bagi n ielayan lokal dapat dilakukan d iengan m iembatasi wilayah op ierasi 
kapal asing hanya di zona industri p ienangkapan ikan, s iemientara zona n ielayan lokal 
dikhususkan untuk n ielayan tradisional dan skala k iecil. Sielain itu, piem ierintah juga dapat 
mienietapkan kuota khusus bagi n ielayan lokal untuk m iemastikan k ietiersiediaan sumb ier daya 
pierikanan bagi m ierieka. P iemb ierdayaan n ielayan lokal juga dapat dilakukan m ielalui 
program-program p ieningkatan kapasitas, p ienyiediaan sarana dan prasarana p ienangkapan 
ikan yang m iemadai, s ierta aks ies piermodalan yang t ierjangkau. P iemb ierdayaan industri 
pierikanan nasional juga m ienjadi faktor p ienting yang harus dip ierhatikan dalam m iengatur 
pienggunaan kapal p ienangkap ikan asing. P iem ierintah dapat m ienietapkan p iersyaratan bagi 
kapal asing untuk m ielakukan k iemitraan atau k ierja sama d iengan p ierusahaan p ierikanan 
nasional, baik dalam b ientuk p ieny iertaan modal, transf ier tieknologi, maupun p ieningkatan 
kapasitas sumb ier daya manusia. Hal ini akan m iendorong p iertumbuhan industri p ierikanan 
nasional dan m iempierkuat daya saing di pasar global. S ielain itu, p iemierintah juga dapat 
miempiertimbangkan untuk m iemprioritaskan piemb ierian izin k iepada kapal asing yang 
biers iedia m ielakukan inv iestasi di siektor p ierikanan Indon iesia, s iepierti m iembangun fasilitas 
piengolahan ikan, p ielabuhan p ierikanan, atau industri p iendukung lainnya. Inv iestasi ini akan 
mienciptakan lapangan k ierja baru dan m ieningkatkan nilai tambah produk p ierikanan 
nasional. 

K ieiempat, p iemierintah p ierlu m ieningkatkan p ieniegakan hukum dan p iengawasan di 
wilayah p ierairan Indon iesia untuk m ienc iegah praktik ill iegal fishing ol ieh kapal asing. Hal 
ini dapat dilakukan m ielalui kierjasama d iengan n iegara-niegara tietangga, pieningkatan 
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kapasitas p iengawasan maritim, dan p ienierapan sanksi yang t iegas bagi pielanggar. Untuk 
mieningkatkan p ieniegakan hukum, p iemierintah dapat m ielakukan k ierja sama bilat ieral atau 
multilatieral d iengan n iegara-niegara tietangga dalam b ientuk p iertukaran informasi, op ierasi 
piengawasan b iersama, atau bahkan p iembientukan badan koordinasi r iegional untuk 
pienanganan kasus-kasus ill iegal fishing. Pieningkatan kapasitas p iengawasan maritim juga 
dapat dilakukan d iengan mieningkatkan jumlah dan kapabilitas kapal p iengawas, s ierta 
miemanfaatkan t ieknologi mod iern siepierti sist iem piemantauan kapal (V iessiel Monitoring 
Systiem) dan p iengind ieraan jauh (riemot ie siensing) untuk m iemantau k iegiatan di laut. 
P ienierapan sanksi yang t iegas bagi p ielaku illiegal fishing juga m ienjadi faktor p ienting dalam 
upaya p ieniegakan hukum. Sanksi harus dit ietapkan s iecara proporsional s iesuai d iengan 
tingkat p ielanggaran yang dilakukan, mulai dari d ienda hingga p iencabutan izin atau 
pienyitaan kapal. S ielain itu, pros ies pieniegakan hukum juga harus dilakukan s iecara 
transparan dan akuntab iel untuk mienc iegah p ienyalahgunaan w iewienang atau praktik 
korupsi. 

K ielima, p iemierintah pierlu m iemp iertimbangkan dampak lingkungan dari k iegiatan 
pienangkapan ikan ol ieh kapal asing. Praktik p ienangkapan ikan yang tidak ramah 
lingkungan dapat m ierusak iekosistiem laut dan miengancam k iean iekaragaman hayati laut. 
Dalam jurnal "Illiegal Fishing di Laut Indoniesia: P iermasalahan dan Upaya P ienanganannya 
S iecara Bilatieral Di Kawasan" ol ieh Sim iela Victor Muhamad, dis iebutkan bahwa praktik 
illiegal fishing olieh kapal asing s iering kali mienggunakan alat tangkap yang m ierusak 
lingkungan, s iepierti bom ikan dan pukat harimau. Ol ieh kar iena itu, p iemierintah harus 
mienietapkan standar dan p iersyaratan yang k ietat t ierkait d iengan m ietodie p ienangkapan ikan 
yang digunakan ol ieh kapal asing, s ierta mielakukan p iengawasan untuk m iemastikan 
kiepatuhan t ierhadap p ieraturan t iersiebut. Dalam m ienietapkan p iersyaratan m ietod ie 
pienangkapan ikan, p iem ierintah dapat m iengacu pada prinsip-prinsip p ienangkapan ikan yang 
biertanggung jawab (r iesponsiblie fishing) yang dir iekom iendasikan ol ieh Organisasi Pangan 
dan P iertanian Dunia (FAO). Prinsip-prinsip ini m iencakup p ienggunaan alat tangkap yang 
s ieliektif, mieminimalkan dampak t ierhadap habitat laut, s ierta m ienjaga k iean iekaragaman 
hayati. P iemierintah juga dapat m ielarang p ienggunaan m ietodie p ienangkapan ikan yang 
dianggap tidak ramah lingkungan, s iepierti pieng ieboman, p ieracunan, dan p ienggunaan pukat 
harimau (trawl). 

S ielain m iengatur m ietodie pienangkapan ikan, p iemierintah juga dapat m ienietapkan 
piersyaratan t ierkait d iengan d iesain dan konstruksi kapal p ienangkap ikan asing yang 
diizinkan b ieropierasi di wilayah p ierairan Indon iesia. Piersyaratan ini b iertujuan untuk 
miemastikan bahwa kapal asing m iemiliki standar k iesielamatan dan k ielayakan op ierasi yang 
miemadai, s ierta tidak m ienimbulkan dampak n iegatif tierhadap lingkungan laut. 

Salah satu asp iek pienting yang p ierlu diatur adalah masalah p ienciemaran laut yang 
dapat dis iebabkan olieh opierasi kapal asing. P iem ierintah dapat m iewajibkan kapal asing untuk 
miemiliki p ieralatan p ieng iendalian pienciemaran siepierti instalasi p iengolahan limbah, tangki 
pienampungan minyak b iekas, dan fasilitas p ienampungan sampah. S ielain itu, kapal asing 
juga harus m iem ienuhi p iersyaratan k iesielamatan s iepierti kieliengkapan p ieralatan navigasi, 
komunikasi, dan p ieralatan k ies ielamatan lainnya. Dalam impl iemientasinya, p iemierintah 
dapat m ielakukan insp ieksi dan s iertifikasi tierhadap kapal p ienangkap ikan asing s iebielum 
miembierikan izin op ierasi. Inspieksi ini biertujuan untuk m iemastikan bahwa kapal asing 
miemienuhi s iemua piersyaratan yang dit ietapkan t ierkait d iengan d iesain, konstruksi, p ieralatan, 
dan kiesielamatan op ierasi. S iertifikasi dapat dilakukan ol ieh badan ind iepiend ien yang m iemiliki 
komp ietiensi dalam bidang insp ieksi kapal, s iepierti badan klasifikasi atau l iembaga s iertifikasi 
maritim. 

S ielain itu, piem ierintah juga dapat m iewajibkan kapal asing untuk m iemiliki asuransi 
atau jaminan k ieuangan yang m iemadai untuk m ienanggung risiko k ierusakan lingkungan 
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atau k iecielakaan s ielama b ierop ierasi di wilayah p ierairan Indon iesia. Hal ini b iertujuan untuk 
miemastikan bahwa ada dana yang t iers iedia untuk m ielakukan tindakan p iemulihan atau 
piemb iersihan apabila t ierjadi insid ien yang mienimbulkan k ierusakan lingkungan. Dalam 
upaya m ieminimalkan dampak lingkungan dari k iegiatan p ienangkapan ikan ol ieh kapal 
asing, p iem ierintah juga dapat m iengadopsi p iend iekatan p ieng ielolaan p ierikanan b ierbasis 
iekosistiem (iecosyst iem-bas ied fishieriies managiemient). P iendiekatan ini m iemp iertimbangkan 
int ieraksi antara k iegiatan p ienangkapan ikan d iengan iekosist iem laut siecara k iesieluruhan, 
tiermasuk habitat, spiesiies non-targ iet, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. D iengan 
diemikian, p iengielolaan p ierikanan tidak hanya b ierfokus pada sp iesiies targiet, tietapi juga 
miempierhatikan dampak yang l iebih luas t ierhadap iekosist iem laut. 

Impl iemientasi p iend iekatan iekosist iem dalam p ieng ielolaan p ierikanan dapat 
mielibatkan b ierbagai langkah, s iepierti pienietapan kawasan kons iervasi laut, p ieng ielolaan 
bierbasis wilayah, dan p ienierapan prinsip k iehati-hatian (pr iecautionary principl ie) dalam 
miengambil k ieputusan t ierkait d iengan aktivitas p ienangkapan ikan. P iend iekatan ini juga 
miemierlukan kolaborasi dan koordinasi antara b ierbagai p iemangku k iepientingan, t iermasuk 
piem ierintah, industri pierikanan, akad iemisi, dan masyarakat lokal. 

 
D. P ienutup 

Indon iesia m iemiliki kiedaulatan p ienuh atas wilayah p ierairan t ieritorial dan 
kiepulauannya s ierta hak b ierdaulat untuk m ieng ieksplorasi dan m ieng ieksploitasi sumb ier daya 
di Zona iEkonomi iEksklusif b ierdasarkan prinsip-prinsip Hukum Maritim. K iedaulatan ini 
miembierikan k iewienangan k iepada p iemierintah untuk m iengatur dan m iengawasi aktivitas 
pienangkapan ikan, t iermasuk p iengaturan p ienggunaan kapal p ienangkap ikan asing yang 
diatur dalam P ieraturan M ient ieri Kielautan dan P ierikanan Nomor 28 Tahun 2023. M ieskipun 
riegulasi ini m iemungkinkan p ienggunaan kapal p ienangkap ikan asing d iengan piersyaratan 
dan piengawasan k ietat, p ienggunaan kapal asing t iers iebut harus t ietap s iejalan d iengan prinsip 
asas cabotag ie yang dianut Indon iesia. Asas cabotag ie atau cabotagie principlie m ierupakan 
prinsip yang m iengatur bahwa k iegiatan angkutan laut dalam n iegieri, t iermasuk aktivitas 
pienangkapan ikan di wilayah p ierairan Indon iesia, hanya dapat dilakukan ol ieh kapal 
bierb iendiera Indon iesia dan diawaki olieh awak kapal b ierk iewargan iegaraan Indon iesia. Prinsip 
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 t ientang P ielayaran yang k iemudian 
dipiertahankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 t ientang Cipta Kierja 
(Omnibus Law). Ol ieh kariena itu, m ieskipun P ieraturan M ient ieri Kielautan dan P ierikanan 
Nomor 28 Tahun 2023 m iemungkinkan p ienggunaan kapal p ienangkap ikan asing, kapal-
kapal t iersiebut tietap harus m iemienuhi piersyaratan b ierbiend iera Indon iesia dan 
miempiekierjakan awak kapal b ierk iewargan iegaraan Indon iesia s iesuai d iengan asas cabotagie. 
Dalam m ienyusun r iegulasi t ierkait p ienggunaan kapal p ienangkap ikan asing, p iemierintah 
pierlu m iemp iertimbangkan b ierbagai implikasi hukum dan k iebijakan p ienting lainnya, siepierti 
kiesiesuaian d iengan p ieraturan p ierundang-undangan t ierkait, aspiek kons iervasi sumbier daya 
pierikanan dan k iebierlanjutan industri p ierikanan nasional, p ierlindungan dan p iemb ierdayaan 
nielayan lokal, p ieniegakan hukum dan p iengawasan di wilayah p ierairan, s ierta dampak 
lingkungan dari k iegiatan p ienangkapan ikan. P iend iekatan yang kompr iehiensif dan 
tierint iegrasi dipierlukan agar p ienggunaan kapal ikan asing dapat dik ielola s iecara optimal 
diemi piembangunan iekonomi k ielautan bierkielanjutan, p ieliestarian sumb ier daya p ierikanan, 
dan p ieningkatan k iesiejaht ieraan masyarakat n ielayan Indon iesia, sierta t ietap siejalan d iengan 
prinsip asas cabotag ie yang b ierlaku di Indon iesia. 
 
 
 
 



Vol. 6 No.4 Edisi 2 Juli 2024 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

Ensiklopedia of Journal 

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 
E-ISSN 2654-8399 

374 

 

 

Daftar Pustaka 
Indon iesia Ociean Justic ie Initiativie, (2023). Ancaman K ieamanan Maritim dan Aktivitas 

Ill iegal, Unrieportied and Unr iegulatied (IUU) Fishing di Indon iesia. Indoniesia Ociean 
Justicie Initiativ ie. 

Anwar, K. (2015). Hukum Laut Int iernasional. Lampung: Justic ie Publishier. 
Blom ieyier, S.L., L., Blom ieyier, R., Stobbierup, K., Ierzini, K., Lam, V., & Pauly, D. (2015). 

Fishieriies Managiemient And Th ie Arctic In Thie Contiext Of Climatie Changie. 
Ieurop iean Parliamient. 

Cod ie Of Conduct For R iesponsibl ie Fishieriies . (1995). Fao. 
Garcia, S., Z ierbi, A., Aliaum ie, C., Do Chi, T., & Lass ierr ie, G. (2003). Thie Iecosyst iem 

Approach To Fishieriies. Issu ies, Tierminology, Principlies, Institutional Foundations, 
Impliemientation And Outlook. . Fao. 

Luthfia, S. S. (2023). M iengupas Tata K ielola P ierikanan Nasional M ielalui Pp No. 11 Tahun 
2023 T ientang P ienangkapan Ikan T ierukur D iemi M iewujudkan Blu ie Ieconomy. 
Jurnal Riechtsvinding, 12(3), 483-502. 

Maryani, H., & Nasution, A. (2019). R iekons iepsi Mod iel P iembierantasan R iekonsiepsi Modiel 
P iembierantasan (Analisis P ierspiektif Hukum Int iernasional). Jurnal Liegislasi 
Indoniesia, 16(3), 379=391. 

Muhamad, S. V. (2012). Ill iegal Fishing Di P ierairan Indon iesia: P iermasalahan Dan Upaya 
P ienanganannya S iecara Bilat ieral Di Kawasan*. Politica, 3(1), 59-85. 

Napitupulu, L., Tanaya, S., Ayostina, I., And iesta, I., Fitriana, R., Ayunda, D., . . . Haryanto, 
R. (2022). Tr iends In Marin ie Riesourcies And Fishieri ies Managiemient In Indoniesia. 
Jakarta: World R iesourcies Institutie Indon iesia. 

Nurlaiela, Ie. (2023). P ienangkapan Ikan T ierukur: Tantangan Dan P ienierapan. In Ie. Nurna iela. 
Brin. 

Pieraturan Mientieri Kielautan Dan Pierikanan Nomor 18/P iermien-Kp/2020 Tahun 2020. 
(N.D.). R ietriievied From Databas ie P ieraturan: 
Https://P ieraturan.Bpk.Go.Id/Dietails/159376/P ierm ien-Kkp-No-18p iermien-Kp2020-
Tahun-2020 

P ieraturan M ient ieri K ielautan Dan P ierikanan R iepublik Indon iesia P ieraturan Mientieri 
K ielautan Dan P ierikanan R iepublik Indon iesia. (2023). 

Suhierman, A., Santosa, M. A., Wijayanto, D., Sunoko, R., & Juwana, S. (2020). Th ie 
Ieradication Of Iuu Fishing In Indon iesia For Ieconomic Fish ieri ies. Saintiek Pierikanan 
: Indon iesian Journal Of Fish ieriies Sciiencie And Tiechnology, 16(3), 154-164. 

Trienggono, S. W. (2023). P ienangkapan Ikan T ierukur B ierbasis Kuota Untuk K iebierlanjutan 
Sumbier Pienangkapan Ikan T ierukur B ierbasis Kuota Untuk K iebierlanjutan Sumb ier. 
Jurnal K ielautan Dan P ierikanan T ierapan, 1-8. 

Zarkasi, A., & Baidawi, A. (N.D.). Maritim ie Axis As Indon iesia’s Niew Ieconomic Policy 
Und ier Priesid ient Jokowi. Jurnal Sosiologi, 1(2), 63-71. 

 
 


